
101 

 

BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 
Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

Efektivitas Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, maka dapat ditareik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.    Pencpaian tujuan 

 
Pencapaian tujuan adalah untuk mencapai atau merealisasikan 

keinginan  atau  cita-cita  bersama  dari  tiap  anggota organisasi untuk 

mendapatkan  keuntungan  dan  keberhasilan  dari tujuan  organisasi serta 

untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk 

mencapai tujuan Bersama.    Dalam    mencapai    tujuan    yang    telah 

ditetapakan, efektivitas kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu suda berjalan 

sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapakan, pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing dan bidang pembangunan manusia merupakan pergantian nama 

dari bidang yang suda ada sebelumnya walaupun tugas pokok dan 

fungsinya sama 

2.    Integrasi 

 
Integrasi   yaitu   adanya   saling   keterkaitan   antar   sub   sistem 

sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau 
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diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten Belu 

didalam pembagian tugas pokok dan fungsi setiap pegawai sudah sesuai 

dengan kemampuan dan profesinya masing-masing dan juga dala 

hubungan antar pegawai mereka saling menghargai dan koordinasi antara 

pimpinan sangat berjalan dengan baik dan koordinasi pemimpin dengan 

bawahan diarahkan dengan baik sehingga kinerja yang dihasilkan 

memberikan hasil yang baik 

3.   Adaptasi 

  
Adaptasi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tekanan yang datang secara 

eksternal  (luar organisasi) maupun secara internal (dalam  organisasi). 

kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Belu telah didalam merekrut atapun didalam 

penempatan pegawai selalau menempatkan pegawai sesuai dengan 

kemapuan masing-masing pegawai dan latar belakang pendidikan dan 

pengala menjadi alasan untuk menempatkan seorang pegawai 

5.2  Saran 

 
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Melakukan evaluasi atau pengkajian ulang terhadap penataan bidang yang 

ada di kantor badan  Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan 

Pengembangan  Daerah Kabupaten Belu agar sesuai dengan tugas pokok 
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dan fungsi masing-masing bidang sehingga tidak terjadi penumpukan tugas 

pokok dan fungsi di salah satu bidang. 

2. Setiap bidang yang ada dan yang baru dibentuk untuk sementara 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini 

dalam pelaksanaan tugas sambil menunggu pengadaan baru sarana dan 

prasarana yakni laptop dan computer. 

3. Untuk perekrutan pegawai harus memperhatikan tenaga kerja yang 

dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan tidak terhambat oleh sumber daya 

manusia.  
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